
BUPATI KUDUS
PROPINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NoMoR 9@s/s4/2s21

TENTANG

BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN

PADA PERANGKAT DAERAH/SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DIKABUPATENKUDUSTAHUNANGGARAN202l

Menimbang :

Mengingat

b.

BUPATI KUDUS,

bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang

*""gg""akan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Oaeiif, Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2O2t, maka
setiap Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah

memerlukan Uang Persediaan;

bahwa guna tertib administrasi dan pengendalian dalam
penyediaan dan pengeluaran Uang PersediSan sebagaimana
aimLt<sua huruf a, serta guna melaksafakan ketentuan
pasal la3 *iyat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2otg tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu
menetapkan Batas Jumlah Uang Perse{iaan dan Ganti
Uang iersediaan pada Perangkat Daer{'h/Satuan Kerja
Perangkat Daerah di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran
202t;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a4OOl;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)l,

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor aa3$;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah
diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2O2O

tentang cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573)';

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah
diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2O2O

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a57il;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 457O),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OLO Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);

L4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kineda Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 46Lfl;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 7t Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor L23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2Ol2 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OL6 Nomor II4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

18. Peraturan Pemerintah Nomor L2 Tahun 2Ol7 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Dearah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlT
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6Oal);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2Ol7 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Ralryat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 60571;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OIg tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2oll
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2}ll Nomor 310);
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Menetapkan

KESATU

KEDUA
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22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan
Pertan ggun gj awaban B endahara serta Penyampaiannya;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2Ol9
tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor L8fl;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2}lg
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah(Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor laa7l;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2OO7

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2OOT Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupiten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus
Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 193);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2O2O

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2o2L (Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2O2O Nomor 19);

29. Peraturan Bupati Kudus Nomor 72 Tahun 2O2O tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2O2l (Berita Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2O2O Nomor 72 );

MEMUTUSKAN :

Batas Jumlah Uang Persediaan pada Perangkat Daerah/Satuan
Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran
2A21, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Batas Jumlah Uang Persediaan pada Perangkat Daerah/Satuan
Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU
berdasarkan usulan Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat
Daerah dengan perhitungan sebagai berikut :

UP= Belanja - (Belan-ia Operasi LS + Belanja Modal LS)
t2

Batas Jumlah Uang Persediaan pada Perangkat Daerah/Satuan
Kerja Perangkat Daerah sebagaimana Diktum KEDUA ditetapkan
dengan ketentuan sebagai berikut :

Batas Jumlah Uang Persediaan terendah adalah sebesar
Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah); dan
Batas Jumlah Uang Persediaan tertinggi adalah sebesar
Rp 1.O00.000.000,OO (satu miliar rupiah). 
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KEEMPAT

KEI,IMA

KEENAM

KETUJUH

Tembusan :

Kepala Perangkat Daerah /Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.

5

Pengajuan uang Persediaan pada tiap Perangkat Daerahf satuan
Kerja. Perangkat Daerah tidak diperbolehkan melebihi Batas
Jumlah uang Persediaan sebagaimana dimaksud Diktum
KESATU.

Pengajuan Ganti Uang Persediaan, dilaksanakan setelah uang
Persediaan digunakan paling sedikit so% (lima puluh persen)
dengan melampirkan persyaratan pencairan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Perangkat Daerahf satuan Kerja Perangkat Daerah selaku
Fengguna Anggaran bertanggungjawab penuh atas penggLrnaan
uang Persediaan dan Ganti uang Persediaan sesuai Dokumen
Peiaksanaan Anggaran, prinsip tepat atllran, tepat administrasi,
tepat sasaran, tepat manfaat, serta tepat waktu.

Keputusan Bupati ini mulai beriaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 1f ,&ru:uart 2021
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